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I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas telah menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam
segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik
dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan
teknologi, informasi, dan komunikasi.

Salah satu hak Penyandang Disabilitas adalah hak untuk
mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan
di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus.
Selain itu, Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik
sebagai penyelenggara pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan,
maupun Peserta Didik.

Layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang
dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan perlu dilakukan
dengan memodifikasi dan menyesuaikan Penyelenggaraan Pendidikan
yang tepat sesuai kebutuhan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas
agar Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan
pendidikan yang adil. Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan
disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam bentuk
Akomodasi yang Layak. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan agar dapat
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II.

memenuhi Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang
Disabilitas.

Dalam mendukung penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta
Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur penyediaan
Akomodasi yang Layak, Unit Layanan Disabilitas, pemantauan dan

evaluasi, sanksi administratif, dan pendanaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
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Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik”
adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi,
lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP),
akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual”
adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan
di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas
grahita, dan down syndrome.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental”
adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku,
antara lain:
a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi,
anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada
kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan
hiperaktif.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik”
adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera,
antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau
disabilitas wicara.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau
multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau
lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan

disabilitas netra-tuli.
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Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah
jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat
permanen.
Yang dimaksud dengan “tenaga medis” meliputi dokter dan
dokter spesialis.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “proses pembelajaran” mencakup
pendekatan, strategi, metode, dan media.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi antara lain

berupa pilihan bentuk pengerjaan tugas/evaluasi. Pilihan

bentuk pengerjaan tugas/evaluasi antara lain berupa presentasi

lisan, video, animasi, power point atau bentuk visual lainnya,
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